


Dikeluarkannya Rekomendasi Walikota Bogor menunjukkan telah terpenuhi syarat-syarat
pendirian gereja, dengan demikian penjelasan/ alasan Walikota Bogor di atas tidak dapat
diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk tidak melaksanakan Rekomendasi
sebagaimana dimaksud.

Hal ini sebagai prasyarat Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada
Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa “Dalam hal
Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan
sebagian Rekomendasi dengan alasan yang lidak dapat diteima oleh Ombudsman,
Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi
dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden”.

Demikian, laporan ini kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperoleh
perhatian bahwa tindakan Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat tidak sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilaksanakan
oleh pemerintah. Oleh karena itu kiranya perlu memperoleh perhatian, tindak lanjut dan
langkah-langkah dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan dan
pembinaan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
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Danang Girindrawardana
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI, di Jakarta
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta

3. Yth. Gubernur Jawa Barat, di Bandung




OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor . 476/ORI-SRT/X/2011
Lampiran . 1 (satu) berkas

Jakarta, 12 Oktober 2011

Kepada Yth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Di Jakarta

Perihal: Laporan Ombudsman Republik Indonesia mengenai Rekomendasi
Ombudsman Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15/V11/2011 tanggal 8 Juli 2011
yang tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Rekomendasi Ombudsman  Republik Indonesia  Nomer:
0011/REK/0259.2010/BS-15/VII2011 tanggal 8 Juli 2011 (terlampir) sesuai perihal di atas yang
tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Ombudsman Republik
Indonesia menyampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
beberapa hal sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan Rekomendasi kepada Walikota Bogor
dan Gubernur Jawa Barat Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15M\/11/2011 tanggal 8 Juli 2011,
Adapun isi Rekomendasi Ombudsman RI:

1.1 Pencabutan terhadap Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 tahun 2011
tertanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-
372 tahun 2006 tentang lzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen
Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin
Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

1.2 Meminta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor untuk melaksanakan Rekomendasi
sebagaimana pada butir nomor 1 (satu) di atas, dengan melakukan koordinasi dalam
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Agar Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan
Rekomendasi ini.

2. Akan tetapi, Walikota Bogor tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI dengan
alasan terdapat kasus tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan pernyataan tidak
keberatan dari warga yang merupakan salah satu syarat pengajuan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Bogor.
Padahal fakta yang terjadi adalah putusan pengadilan pidana pemalsuan tersebut tidak
terkait proses administrasi Izin Mendirikan Bangunan GKI Taman Yasmin karena surat tidak
keberatan warga yang diajukan jemaat GKI untuk memperoleh IMB adalah surat pernyataan
tidak keberatan warga tanggal 10 Maret 2002 dan bukan surat pernyataan tidak keberatan
warga tanggal 15 Januari 2006 yang dipidanakan. Fakta tersebut diperkuat bahwa
Rekomendasi pembangunan gereja yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor Nomor: 601/389-
Pem tanggal 15 Februari 2006 berdasarkan atas permohonan Rekomendasi pembangunan
gereja yang diajukan tanggal 25 Oktober 2005 di atas tanah seluas 1.720 m2 di JI. KH.
Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.
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Dikeluarkannya Rekomendasi Walikota Bogor menunjukkan telah terpenuhi syarat-syarat
pendirian gereja, dengan demikian penjelasan/ alasan Walikota Bogor di atas tidak dapat
diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk tidak melaksanakan Rekomendasi
sebagaimana dimaksud.

Hal ini sebagai prasyarat Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan
bahwa “Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya
melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh
Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan
Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden’”.

Demikian, laporan ini kami sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk memperoleh perhatian bahwa tindakan Walikota Bogor dan Gubernur Jawa
Barat tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kiranya perlu memperoleh
perhatian, tindak lanjut dan langkah-langkah dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan. Atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

OMBUDSMAN REPUELIK INDONESIA
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